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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

             Bedasarkan uraian di atas dalam bab sebelumnya maka dapat kita simpulkan 

sebagai berikut. 

1. Bentuk pelaksanaan perjajian bagi hasil jagung pada masyarakat Desa Nggembe, 

Kecematan Bolo, Kabupaten Bima, hanya dalam bentuk tidak tertulis, dan cukup 

berdasarkan kesempatan atara para pihak. Proses penanaman jagung dilakukan 

dengan beberapa tahap: mulai dari tahap penyedian bahan dan alat, tahap 

pembersihan lahan, tahap pembibitan dan penanaman, tahap penyemprotan dan 

pepupuan, tahap panen, tahap penjemuran dan tahap penjualan. 

2. Bentuk penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa dilakukan secara 

musyawarah mufakat antara ketiga belah pihak dan dibantu oleh elemen 

masyarkat dan kepala Desa yang mereka percayai masing-masing, apabila 

permasalahnya selesai dengan cara musyawarah dan mufakat antar pihak yang 

bersangkutan maka masalah tidak akan sampai ke kantor Desa. 

B. Saran 

        Bedasarkan uraian di atas, maka adapun saran saran dalam penulisan ini 

yaitu. 
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1. Di sarankan kepada para pihak dalam perjajian bagi hasil jagung antara 

pemilik lahan, penggarap dan pemilik modal agar membuat perjanjian seacra 

tertulis maupun memahami, terlebih dahulu isi dari suatu perjajian, dan 

mentaati perjajian yang telah di sepakati sebagai bentuk kekuatan hukum 

apabila terjadi segketa, terlebih-lebih dalam perselisihan tentang perjanjian 

bagi hasil antara pemilik tanah, penggarap dan pemilik modal pada 

masyarakat. 

2.  Apabila terjadi perselisihan atau sengketa maka di sarankan kepada para pihak 

untuk menyelesaikan persengketaan melalui cara kekeluargaan yaitu dengan 

cara musyawa dan mufakat.  
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